
 
 
 

BUPATI BUTON 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR  2  TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

BANGUNAN GEDUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BUTON, 

 
a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus 

dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan 
memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan 
gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan 
lingkungannya; 

b. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus 
berlandaskan pada  Rencana Tata Ruang Wilayah; 

c. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat 
memberikan keamanan dan kenyamanan bagi 
lingkungannya; 

d. bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung, pengaturan bangunan gedung 
di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk 
peraturan daerah;  

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; 
 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Udang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3670); 

 

Menimbang: 

Mengingat: 



 
 

 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia 
Nomor 4247); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5168); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  Nomor 4833); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

 
 
 



 
 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5160); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5285); 

17. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 276); 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis 
Bangunan Gedung; 

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan 
Aksesbilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan 
Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi; 

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan; 

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin  Mendirikan 
Bangunan; 

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi 
Bangunan Gedung; 

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
26/PRT/M/2007 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung; 

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan 
Perawatan Bangunan Gedung; 

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
25/PRT/M/2008 tentang Penyusunan Rencana Induk 
Sistem Proteksi Kebakaran; 

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis  Sistem 
Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan; 

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi 
dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
RTRW Provinsi dan RTRW Daerah beserta Rencana 
Rincinya; 

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis  Manajemen 
Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 

31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis  Pemeriksaan 
Berkala Bangunan Gedung; 



 
 

 

32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis  Pendataan 
Bangunan Bangunan Gedung; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 
Gedung (Berita Negara Nomor 276 Tahun 2010; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana 
Tata Ruang  Wilayah Daerah Kabupaten Buton 2013-2033; 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON 
 

dan 
 

BUPATI BUTON 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

 
Pasal 1 

 
 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Buton. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buton dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Buton. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buton sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.  

5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam 
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia 
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

 
 



 
 

 

6. Bangunan gedung adat adalah bangunan gedung yang 
didirikan berdasarkan kaidah-kaidah adat atau tradisi 
masyarakat sesuai budayanya, misalnya bangunan rumah 
adat. 

7. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi 
bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat 
persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. 

8. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang 
fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi 
keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan 
budaya. 

9. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang 
digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan 
gedung fungsi khusus, yang di dalam pembangunan 
dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan 
khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang 
dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat 
dan lingkungannya. 

10. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari 
segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 
15 (lima belas) tahun. 

11. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau 
dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 
5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. 

12. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang 
ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan yang 
dinyatakan kurang dari lima tahun. 

13. Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang 
persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang 
diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu. 

14. Izin Mendirikan Bangunan Gedung ayang selanjutnya 
disingkat IMB Gedung dalah perizinan yang diberikan 
Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung 
untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang 
berlaku. 

15. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah 
permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung 
kepada pemerintah daerah untuk mendapat izin 
mendirikan bangunan gedung. 

16. Kapling adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut 
pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan 
untuk tempat mendirikan bangunan. 

17. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan 
perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi 
sungai, tepi danau, dan situ/waduk, tepi pantai, as pagar, 
jalan kereta api dan atau jaringan tegangan tinggi dan 
merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang 
boleh dibangun dan tidak boleh dibangun bangunan. 

18. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan 
tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai 
dengan titik puncak dari bangunan. 

 
 


